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Perubahan penvelengearasn sistem pemerintzhan, sebagaimana dumakaed olel
Uineiane-undany Nomor 22 Tahun 1999 tenizng Pemerintahan Dacrah. membern peluang
kepada masing-masing daerah antuk, mengelola dan mengembangkan potensi daerah
sesul dengan Adst Istiadet atau Aturan Hukum Adat sepanjang tdak berentangan
dengzan hukum yang berlaku.

Penguasaan dan penzelolaan vang dilakukan oleh phak pemenntah nagan vang
didasarkan kepada Peraturan Daerah Momor 9 Tahun 20000 temang Ketentuan Pokek
Pemernnbshan Nagan, Persturan Dagrah Kabupaten Tanah Dratar Nomer 17 Tahun
200 1tentang Pemenntahan Mapan serna Surat Keputusan Gubemur Sumatera Barat
Momaor 26 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantfaatan Hama Kekavaan
Magrart dlaslam Propinsi Swisatera Barar dan Instrubst Gubernur Sumaters Bargt Nomor
P40 Pem MNagRel-20035, selingoa bak penguasaan terhadap bak ulavat vang selama
in dikelold oleh Kerapatan Adat Nagar, maka sckarang hak pengelolaan nva
dikembalikan kepada Pemenntahan Magzari.

Adapun beberapa permasalahan vang akar penulis babas adalab Persivran dan
ketentuan apa saa vang mengalur pelaksansan perjanfian pengelolaan Aset Nagari,
serta sepauh mana kewenangsn Berapstan Adat Nagan menentukan bensuk dan s
perjanpan, bagaimana bentuk penguaszan dan pengelolaan Aser Nagari, sera apa saja
hak dan kewapiban masing-masing pihak werhadap pengefolaan Aset Nagari wersebui.
takror-fukior apa saja vang menghambat dan usaha apa saja yang perlu dilakukan oleh
parg pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan Asct lNagart

Dalam rangka mendukung penulizan i metode vang dipaka adalah metode
Vuridis Sosilogis vaitu dengan melakukan anabisa terbadap persoalan-persoalan vang
muncul dengan melihist norma-nomma” hukum vang berlaku dalam  kenyaraannya
didalam  masvarakat. Teknik  pengumpulan data adalah  studi  lapanpan  wntoek
mendapatkan data prumer serta studt dokumen untuk mendapatkan data sekunder,
kemudian data dianalsa secara kualuatit dengan metede indukin{ dan diteangkan dalam
penulisan vang bersif deskeipaf

Dalam sustu proses pengussaan dan pengelolaan bara kekavaan Mapan vang
berasal dan hak wlavat oleh Pemenntah Magan das Kemapatan Adat denoan memakai
dan  tunduk  kepada  sistemt pernanpan menurot Hukum Adat. Sera dalam
pelaksanaannyva hak pengelolaan terhadap Aset Nagan tersebut dikuasan sepenufinya
oleh Pemenmtah Magan Berdasarkan peneliian vang penulis lakukan maka dapas
ditank kesimpulan, pelaksanasn dan peranjan pengelolaan Asel Mapan tersebut
banvak memmbulkan permasalahan sena kendala-kendala vane dihadap oleh pama
nihak, serta kedudukan dan Kerapatan Adat Nagari hanva sebagar badan penyelesaian
sefuketa, begiu jugs dalam hal penvelesaian sengketa para phak akan tunduk kepada
e cara penvelesaan seneghera adat vang diprakarsan aleh Kempatan Ada Napan

i1



BARL.I
PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Perubahan sistem penvelenpgaraan pemerintahan sebagaimana vang
dimaksudkan dalam  Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah vang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan daerab dan pelestarian
ternadap potenst kekavaan alam dalam benmtuk kawasan lindung merupakar

|

kebijakan pemenntah saat ini. Ini menunjukkan perbatian sertus pemerintah | —
tentang perlunya pelestarian dan pengelolaan kekaysan alam dan keanskaragaman
havan di Indonesia, Salah satu daerah vang dapart dikatakan sebagai wilayah yang
mempunyal potensi tersebut adalah hak ulayar vang dimiliki oleh masing-masing
Magari di Sumatera Barat, Khususnya Hak Ulavat Nagan di Kenaparian Pangian.

Difthat dan pengertian bukum tu sendiri merupakan suatu !nmpunan!
petunjuk-petunjuk vang hanya menunjuk sebagai mana biasanva orang bertindak -
dalam pergaulannva dengan orang lain didalam masvarakat." Dan karcna perfunya
sudly norma-norma dalam suate masyarakat maka ada suatu ketentuan vang
mengatur baik itu dalam bentuk hukum vang tidak tertulis yang lahic dan
kebiasaan masyarakat maupun hukum yang tertulis atau suatu Undane-Undane,
Cralam rangka mencapal penghidupan vang lavak sebagai Hak Asasi Manusia,

sehagal mana fertuang dalam pembukaan Undane-Undang Dasar 1945 maka

' Utrechs, Pengantar Hukum Indonesiz, Tectiar Bary, Jakana, 1983, Hat 11
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=enzan dalih hak tersebu selap orang berhak unrok berkumpul dan berserikar
=#lam melakukan suatu perbustan hukum sepanjang tidak bertenlangan denpan
Peraturan perundang-undanoan vang  berlaku serg mengedota hasil alam vang
terkandung didalam wilayvah Indonesia,

Hak ulavat merupakan suaty hartg masyarakat nagari yang perlehannyy
secard lurun temurun, sehingga keberadaun hak tlaval sangat berperan dalam
xehidupan bermasvarakat Minangkabau Dan masih adanya Hukum Adar dj
wilavah Indonesia Serra adanya suaty indikas bahwa hak ulavat dapal dijadikan
objek hukum, sepanjang hak wlayat ity masih ada,

Diiingi dengan perkembangan waktu dan semangal Otonomi Daergh
sebalum keluarnyva Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Dengan adanva Peraturan
YARE mengatur tentang Otonomi Daerah dan pemerintah Nagan nilah, pada
akhirnva memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah ook mengelola dan
metikmati hasil dan Sumber Daya Alam vang ada d; dacrahnya. maks Pemeriniah
Propinsi membeniuk Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut, dan sebapal respon
dart kebifakan pemerintah maka di keluar Peraturan Daerah No. % Tahun 2000
tentang Pokok Pemerintaban Nagari, dan Peraturan Daergh Kabupaten Tanah
Datar Nomar 17 Tahun 200 tentang Pemerintahan Na a1 serta diperkuat dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor, 76 Tahun 2003 temang Padoman
Pengelolzan dan Pemanfaatan Kekavaan Nagar dalam Propinsi Sumaters Barat,
serta Instruksi Gubernur Sumaters Barat Momor [40/302/Pem. Nag kel-2003 pada

Tanggal 25 Maret 2003,
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Herdazarkan urman vang telah dipaparkan pada Bab-bab rterdahulu, vane
berkenan dEugan U Penpunasaan dan Pengaloluaan Asel Nagari antora Kerapafan
Adar .-'h';zfzeﬂr;' dengan Pemerintalian Nagarl dewasa (nf { siudi kasus sarang waller
meifan fndah Kenogarion Pangian wilapalt Hakem Kebopaten Tanaft Datar -
|1Lalz;1l dapat diambil Kesunpulan sebagar benkur
{;Il Tentang Peraturan dan  Ketentuan vang meneatur  dan  mendasan
pelaksanaan Peranjian Pengelolaan Aszet Nagan khusus Sarang Wallet
lersehul,  serla sepanh mana kewenangan  Kerapatan Adar WNapan
menentukan bentuk dan isi perjangian. Pada dasaryva belum ada Undang-
unslang atan peratueran khosus vang mengator tentang keberadaan sarang
wallet i, teapl sepanjang belum ada pengaturan lebih jelas maka
dipakailah peraturan vang pemerintah lainoya yang mempunyal hubonpan
dengan pengelolaan Aset MNagar atau Harma Kekayaan Nagan diantaranva
adalah Lindang-undang Nomor, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahaan
Maerah, Perawran Daerah Nomor 9@ Tahon 20000 tantang  Pokok
Pemerintahan Magan pada Propinsi Sumatera Barar, Surat Keputusan
Crubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2003 tentaneg Pedoman
Penpelolaan dan Pemanfastan Harta Kekavaan MNapan dalam Propins
sumatera  Barat  jo Instervksi Gubemur  Sumatera Barat Nomor

140/302/Pem Nag/Kel-2003, senta Peraturan Daerah Nomaor 17 Tabon
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